GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR /3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-

Mengingat

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa
Rencana Keija Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2019.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Penyusunan Rencana Keija
Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi  Tenggara
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2007 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud adalah :

B W

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara;

Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan untuk période 1 (satu) tahun;

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk période 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah.
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Pasal 2

RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk période 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada
tanggal 1Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab Il Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab VI Rencana Keija dan Pendanaan Daerah
Bab Vil Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bab VIII Penutup

Naskah RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat
dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam Peraturan Gubemur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok
RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 serta arah
kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2019.

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Keija Perangkat Daerah
Tahun 2019.

Pasal4

RKPD Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019
dan PPAS Tahun Anggaran 2019.



Pasal5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2019 ini merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun
dan ditetapkan pada masa RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018
telah berakhir dan menanti penetapan RPJMD baru setelah terpilihnya Kepala
Daerah untuk période Tahun 2018-2023. RKPD ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 melalui
beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan awal hingga penetapan
dokumen perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, bottom up dan top clown antara lain: kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi
serta nasional bertujuan untuk mensinergikan prioritas pembangunan nasional
dan daerah.

Komitmen Pemerintah Pusatdan daerah, disiplin dan kinerjayangtinggi
dari aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, peran aktif masyarakat,
dunia usaha dan lembaga masyarakat lainnya merupakan keniscayaan dalam
menentukan kesuksesan pembangunan di Sulawesi Tenggara sehingga mampu
memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan
merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tenggara.
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